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ABSTRAK 

 

Salma Mustika Ainniyya (1701617125). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. Semester 111, Agustus 2019. 

PKL merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan bagi mahasiswa. Selain itu juga 

memberikan pengalaman yang nyata mengenai dunia kerja.  

Pekerjaan yang dilakukan selama PKL adalah melakukan penginputan data 

pendaftaran wajib pajak, perubahan data wajib pajak, dan pencetakan ulang 

NPWP. Dalam pelaksanaan kerja terdapat beberapa kendala yang dialami 

diantaranya adalah sarana kerja yang kurang maksimal dan penginputan data 

yang tidak dapat diproses karena status wajib pajak non efektif. Untuk mengatasi 

kendala tersebut perlu adanya perbaikan berkelanjutan sistem dan dilakukannya 

sosialisasi wajib pajak. 

Hasil dari adanya kegiatan PKL adalah penulis mendapatkan banyak pengalaman 

dan ilmu baru terkait Akuntansi khususnya pada bidang Perpajakan. Terutama 

dalam hal pembuatan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. 

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, NPWP  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Ketatnya persaingan dalam dunia kerja, menuntut para pekerja atau calon 

pekerja untuk selalu belajar dan berkembang. Mau tidak mau, mereka akan ikut 

dalam persaingan kerja dengan banyak orang baik dari dalam negeri maupun 

mancanegara. Para pekerja atau calon pekerja dituntut untuk dapat bersifat, 

bersikap dan memiliki kriteria seperti yang diinginkan perusahaan agar dapat 

bersaing. Banyak hal yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi kriteria yang 

diinginkan perusahaan, seperti memiliki sifat kooperatif, bertanggung jawab, 

berpengalaman dibidangnya, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Selain itu, 

perusahaan tidak memilih pekerja yang hanya pandai dalam berteori, namun 

perusahaan memilih pekerja yang dapat membawa perusahaan menjadi lebih 

baik dan bukan hanya pandai dalam berteori tetapi juga bisa menerapkan teori 

tersebut ke dalam pekerjaannya. 

Untuk mengatasi ketatnya persaingan dalam dunia kerja, Universitas 

Negeri Jakarta (UNJ) mengadakan praktik yang mengharuskan mahasiswa 

untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja. Praktik tersebut disebut sebagai 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL dimaksudkan sebagai upaya agar 

mahasiswa dapat mengenal secara langsung mengenai dunia kerja. Dengan 

pengenalan tersebut, mahasiswa dapat bersiap untuk dapat menghadapi dunia 

kerja yang memiliki banyak hal yang harus dihadapi. 



2 

 

 

 

UNJ khususnya Fakultas Ekonomi (FE), memberikan kesempatan bagi 

para mahasiswanya untuk melakukan kegiatan PKL sebagai salah satu mata 

kuliah yang harus dipenuhi. Kegiatan PKL ini dapat dilaksanakan diberbagai 

instansi atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dan sesuai dengan bidang 

atau jurusan yang diambil oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat memilih sendiri 

instansi atau perusahaan yang akan dituju untuk melaksanakan kegiatan PKL. 

Sehingga melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengetahui sedikit banyak 

kegiatan serta berbagai hal yang harus disiapkan untuk menghadapi dunia 

kerja.  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo merupakan 

instansi pemerintah yang dipilih oleh penulis untuk menuntaskan kegiatan 

PKL. KPP Pratama merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Alasan penulis memilih KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dikarenakan KPP 

Pratama merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam 

perpajakan, sehingga hal itu terkait dengan bidang dan jurusan penulis yaitu 

Pendidikan Akuntansi. Dalam pelaksanaannya, penulis ditempatkan dalam 

Seksi Pelayanan, serta bertugas dalam hal pemberian Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimaksudkan untuk: 

1. Melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang sesuai dengan 

pendidikan yang diambil dibangku perkuliahan. 

2. Mengimplementasikan teori dan pengetahuan yang didapatkan selama 

perkuliahan pada dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Menambah wawasan, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta 

pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja. 

4. Melatih mental dan meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai calon 

pekerja untuk menghadapi persaingan dalam memasuki dunia kerja. 

Adapun tujuan dari adanya Praktik Kerja Lapangan diantaranya: 

1. Untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan syarat 

kelulusan pada konsentrasi Pendidikan Akuntansi, program studi 

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

2. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai 

pengimplementasian teori dan pengetahuan yang didapatkan selama 

perkuliahan pada dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, 

serta pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja. 

4. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang cukup 

berbeda dari dunia perkuliahan, sehingga mental dan kualitas mahasiswa 

sebagai calon pekerja akan semakin terlatih dan meningkat. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki banyak 

kegunaan atau manfaat. Tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga universitas 

dan instansi tempat pelaksanaan PKL. Adapun kegunaan atau manfaat tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Bagi Mahasiswa: 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penerapan teori ke dalam 

praktik di dunia kerja. 

b. Memperluas wawasan, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta 

pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja. 

c. Melatih mental, disiplin, serta tanggung jawab pada setiap pekerjaan 

yang ada. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Sebagai sarana untuk terjalinnya hubungan baik antara Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Instansi. 

b. Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan teori 

ke dalam praktik. 

c. Membantu mempersiapkan lulusan menjadi calon tenaga kerja yang 

siap bersaing. 

3. Bagi Instansi: 

a. Sebagai sarana untuk terjalinnya hubungan baik antara Instansi 

dengan Universitas. 
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b. Merealisasikan fungsi dan tanggung jawab sosial lembaga kepada 

masyarakat. 

c. Membantu dan mempermudah pelaksanaan kegiatan kerja sehari-hari. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan disalah satu 

instansi pemerintah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta 

Pasar Rebo. Ditempatkan pada Seksi Pelayanan khususnya bidang wajib pajak 

orang pribadi. Berikut informasi mengenai KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo: 

Nama  : KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

Alamat  : Jalan Raya Bogor No. 46 RT. 008 RW. 002, Kelurahan 

Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. 

No. Telpon : (021) 8779 9512 

No. Faksimile : (021) 8400 486 

Alamat Web : www.pajak.go.id 

 Pemilihan tempat pelaksanaan PKL di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

dikarenakan penulis ingin menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan 

dibangku kuliah yang khususnya terkait materi bidang perpajakan. Selain itu, 

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo berlokasi di tempat yang cukup terjangkau 

dari rumah penulis. Dengan adanya pelaksanaan PKL, penulis berharap bisa 

mendapatkan ilmu baru yang belum pernah didapatkan melalui bangku 

perkuliahan. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 25 hari kerja. 

Dimulai pada 29 Juli 2019 dan selesai pada 30 Agustus 2019. Waktu 

pelaksanaan kerja dimulai pada hari Senin s.d. Jumat dari pukul 08.00 s.d. 

16.00 WIB. Berikut rincian tahapan kegiatan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dimulai sekitar bulan Maret ketika penulis 

mengetahui informasi mengenai adanya kegiatan  PKL. Setelah itu, penulis 

mulai mendatangi beberapa instansi dan perusahaan untuk menanyakan 

perihal ketersediaan tempat untuk PKL. Dari beberapa tempat yang 

didatangi, penulis berkunjung ke KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Dari 

sana, penulis mengetahui bahwa instansi tersebut menyediakan tempat 

PKL bagi mahasiswa. 

Dengan mengetahui informasi tersebut, penulis langsung 

mengajukan pembuatan surat permohonan PKL ke gedung R. Setelah itu, 

pengisian data untuk pembuatan surat permohonan PKL dilakukan secara 

pribadi melalui Sipermawa UNJ (http://bakh.unj.ac.id/sipermawa) yang 

ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Pasar Rebo. Surat permohonan PKL 

dapat diambil di Bakhum apabila status surat di Sipermawa UNJ 

bertuliskan “proses selesai”. 

Surat permohonan PKL diberikan kepada Sub Bagian Umum dan 

Kepatuhan Internal KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Pada saat 

penyampaian, penulis langsung diberitahu oleh perwakilan KPP yaitu 

http://bakh.unj.ac.id/sipermawa
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Bapak Hasan agar datang pada tanggal 29 Juli 2019 untuk langsung 

melaksanakan kegiatan PKL. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan PKL berlangsung pada tanggal 29 Juli 2019 

s.d. 30 Agustus 2019 dengan ketentuan dari KPP Pratama Jakarta Pasar 

Rebo sebagai berikut:  

Hari   : Senin s.d. Jumat 

Waktu Kerja  : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB 

Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB 

Pakaian  : Bebas, rapi, dan sopan. 

3. Tahap Pelaporan 

Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan kurang 

lebih selama empat bulan. Dimulai pada bulan Agustus dengan 

mempersiapkan, mencari, dan mengolah data yang diperlukan dalam 

pelaporan. Selesai pada bulan November dan sudah dapat diserahkan 

sebagai Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berisi mengenai tinjauan 

tempat pelaksanaan PKL beserta gambaran kegiatan yang dilakukan 

penulis selama pelaksanaan PKL.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Sejarah KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan lembaga negara yang 

memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang 

keuangan negara. Sebagai Negara Dana Rakca atau penjaga keuangan negara, 

kemenkeu menaungi beberapa direktorat yang bertugas dalam mengelola 

keuangan negara. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

DJP sendiri memiliki tugas dalam bidang perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan serta standardisasi teknis perpajakan. Beberapa bidang perpajakan 

yang dikelola oleh DJP adalah administrasi pemungutan atau pengumpulan 

pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) selain sektor perkotaan dan  pedesaan, serta Bea Meterai. 

Dalam organisasinya, DJP dapat dibedakan menjadi kantor pusat dan 

kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 

Direktorat, dan Tenaga Pengkaji yang bertugas dalam menjalankan fungsi 

perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan, 

serta pembinaan dan dukungan administrasi. Sedangkan kantor operasional 

bertugas dalam menjalankan fungsi sebagai teknis penunjang. Jumlah kantor 

operasional dari DJP terdiri atas 34 Kantor Wilayah, 4 KPP Wajib Pajak Besar, 

29 KPP Madya, 319 KPP Pratama, 204 KP2KP, dan 4 Unit Pelaksana Teknis.
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Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo merupakan 

salah satu KPP yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jakarta 

Timur yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav 40-42 Gedung Utama 

KPDJP Lt. 25, Jakarta Selatan, 12190. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

merupakan pecahan dari KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. KPP ini 

sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur Dua, namun 

seiring dengan adanya modernisasi kantor pajak maka kantor ini beralih fungsi 

menjadi KPP Pratama. Modernisasi ini didasari oleh Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 pada tanggal 31 Mei 2007.  Berdasarkan 

peraturan tersebut, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo resmi berdiri pada tanggal 

02 Oktober 2007. 

KPP dengan kode kantor 009 ini bertempat di Jalan Raya Bogor No. 46, 

Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Adapun wilayah 

yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

adalah Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Pasar Rebo. 

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo terdiri atas 3 lantai yang berfungsi 

sebagai berikut: 

1. Lantai 1: Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), Seksi Pelayanan, serta Seksi 

Pengolahan Data dan Informasi. 

2. Lantai 2: Ruang Kepala Kantor, Ruang Rapat, Ruang Inovasi, Ruang 

Laktasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi IV. 



10 

 

 

 

3. Lantai 3: Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Ruang Fungsional 

Pemeriksa Pajak, Ruang Aula, serta Ruang Pertemuan. 

 

Visi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem 

manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercayakan dan dibanggakan 

masyarakat. 

 

Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

1. Misi Fiskal: Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang 

mampu menunjang kemandirian pemerintahan berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan dengan efektifitas dan efisiensi yang tinggi. 

2. Misi Ekonomi: Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing 

distorsion. 

3. Misi Politik: Mendukung proses demokratisasi bangsa. 

4. Misi Kelembagaan: Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi 

masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan 

mutakhir. 
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B. Struktur Organisasi 

Organisasi merupakan suatu entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan 

dan dibangun secara sengaja (Daft, 2010). Pengertian tersebut berarti bahwa 

organisasi terdiri atas dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Dalam 

setiap organisasi penting untuk dibuat sebuah struktur yang di dalamnya 

memuat pembagian tugas untuk setiap komponennya. Struktur organisasi 

dicirikan dengan adanya pembagian kerja yang jelas, mekanisme kontrol, 

kolaborasi dan koordinasi tugas (Juniarti, 2009). Dengan adanya struktur 

organisasi maka berbagai tanggung jawab dari masing-masing posisi jabatan 

dan hubungan yang ada diantara posisi-posisi tersebut dapat diidentifikasi 

(Madura, 2007). Begitupun KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo juga memiliki 

struktur organisasi sebagai berikut: 

 

Gambar II.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis. 
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C. Kegiatan Umum Instansi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas dalam 

melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum 

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak 

Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Berikut merupakan tugas dan fungsi setiap bagian dalam KPP Pratama 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.01/2017: 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan 

kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan 

pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, 

dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan 

melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 

pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi 

perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata 

usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan 

Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan 
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aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan 

pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan. 

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan 

dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat 

Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan 

penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta 

melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan 

pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian 

permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan 

penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta 

melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan. 

5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

rnelakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, 

melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta 

melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak 

yang ditunjuk kepala kantor. 

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 

pemberian dan/atau penghapusan Nornor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan 

dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/atau 
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penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan pengawasan 

kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan 

lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan 

penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan 

pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan 

pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan 

penilaian. 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses 

penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib 

Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil 

pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan 

konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, 

serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing 

mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, 

melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan 

analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak 

dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling 

kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak 

lanjut pengampunan pajak. 
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9. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Terdiri atas sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang 

keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional 

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh 

pimpinan unit organisasi.
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KPP Pratama 

Jakarta Pasar Rebo, penulis ditempatkan pada Seksi Pelayanan. Penulis 

bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu dalam hal pembuatan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) untuk Orang Pribadi Karyawan. Berdasarkan UU No 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009, NPWP adalah 

“nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya” (Direktorat 

Jenderal Pajak, 2013). 

Tugas penulis dalam pelayanan NPWP secara umum adalah: 

1. Melakukan pencatatan data pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi; 

2. Melakukan pencatatan perubahan data Wajib Pajak Orang Pribadi; dan 

3. Melakukan pencatatan data cetak ulang kartu NPWP. 

Ketiga tugas tersebut dapat dilakukan melalui sistem Dashboard NPWP yang 

diakses melalui komputer kantor dengan cara login menggunakan username 

dan password salah satu pegawai KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.
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B. Pelaksanaan Kerja 

Prosedur kerja dalam pendaftaran dan/atau pemberian kartu Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum dilakukan penginputan data ke dalam 

sistem sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dapat mendaftarkan diri secara 

online melalui E-Registration (https://ereg.pajak.go.id) atau datang 

langsung ke KPP Pratama terdaftar sesuai dengan wilayah domisili tempat 

tinggal. 

2. Wajib Pajak yang akan melakukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak 

secara langsung di KPP diwajibkan untuk membawa persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Formulir pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi, 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

c. Surat keterangan bekerja/kartu tanda pegawai, atau 

d. Bukti lowongan pekerjaan yang mensyaratkan pelamar memiliki 

NPWP. 

3. Pembuatan NPWP secara langsung di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 

hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) berdomisili kecamatan Ciracas, Cipayung, dan Pasar 

Rebo. Selain dari itu, Wajib Pajak diharuskan membawa surat keterangan 

domisili. Kecuali untuk wilayah Jabodetabek, Wajib Pajak tidak dapat 

menggunakan surat keterangan domisili dan diharuskan ke kantor pajak 

yang sesuai dengan domisili sesuai KTP. 
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4. Untuk pembuatan NPWP Istri (Tergabung dengan Suami), diwajibkan 

membawa formulir pendaftaran, fotokopi KTP, fotokopi NPWP Suami, 

dan fotokopi Kartu Keluarga.  

5. Wajib Pajak Istri yang akan mendaftarkan diri secara terpisah dengan 

suami diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan dengan materai 

yang menyatakan bahwa akan menghendaki kewajiban perpajakan secara 

terpisah. 

6. Penyelesaian pelayanan pendaftaran dan pemberian kartu NPWP kepada 

wajib pajak adalah secara langsung setelah penginputan data, dan/atau 

paling lambat satu hari kerja serta tidak dipungut biaya apapun. 

Berikut langkah-langkah penggunaan sistem Dashboard NPWP untuk masing-

masing tugas yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan PKL: 

1. Melakukan pencatatan data pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi secara langsung ke KPP. 

Wajib Pajak yang melakukan pembuatan NPWP secara langsung di KPP 

diwajibkan untuk membawa dan memenuhi persyaratan yang sudah 

ditentukan. Jika data sudah dipastikan lengkap dan sesuai, maka penulis 

dapat mendaftarkan wajib pajak melalui sistem Dashboard NPWP. 
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Gambar III.1 Proses Penginputan Data Pendaftaran Wajib Pajak 
 

a. Buka Dashboard pendaftaran NPWP,  Klik BPS lalu pilih Penerimaan 

Permohonan. 

Pilih jenis permohonan, yaitu pendaftaran WP; Kategori WP: 

Pendaftaran WP-OP Pusat Non Usaha kategori OP, HB, WBT; Status 

Pengiriman: Langsung; Tanggal Permohonan: Otomatis terisi dengan 

tanggal diterimanya permohonan. Isi secara lengkap alamat dan data 

Wajib Pajak, lalu lakukan validasi NIK Wajib Pajak. Jika ditemukan 

bahwa Wajib Pajak tersebut telah terdaftar dan memiliki NPWP, maka 

pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Klik Simpan. 

b. Klik Tindak Lanjut Permohonan, Intranet, lalu Pendaftaran Wajib 

Pajak. 

Klik Rekam pada Wajib Pajak yang mendaftarkan permohonan. Isi 

kelengkapan identitas Wajib Pajak: Kategori, Identitas, Penghasilan, 

Alamat, Alamat Domisili (KTP), Alamat Usaha, Info Tambahan, dan 

Kewajiban Perpajakan. Lalu klik simpan dan cetak kartu NPWP. 

 

Pengisian 

Alamat 

beserta Data 

Wajib Pajak 

Sumber: Data diolah oleh penulis. 
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Pendaftaran Wajib Pajak Istri Tergabung dengan Suami. 

Wajib Pajak yang melakukan pembuatan NPWP secara langsung di KPP 

diwajibkan untuk membawa dan memenuhi persyaratan yang sudah 

ditentukan. Jika data lengkap dan sesuai, penulis mendaftarkan wajib pajak 

melalui sistem Dashboard NPWP. 

 

Gambar III.2 Proses Penginputan Data Wajib Pajak Istri Tergabung Suami 
 

 

a. Buka Dashboard pendaftaran NPWP,  Klik BPS lalu pilih Penerimaan 

Permohonan. 

Pilih jenis permohonan, yaitu Cetak NPWP Isteri; Status Pengiriman: 

Langsung; Tanggal Permohonan: Otomatis terisi dengan tanggal 

diterimanya permohonan. Isi NPWP Suami, No. Kartu Keluarga, lalu 

klik Validasi. Setelah semua proses selesai, klik Simpan. Namun, 

apabila NPWP suami berstatus non-efektif maka pendaftaran tidak 

dapat dilanjutkan. 

b. Klik cetak, lalu Cetak NPWP Isteri. 

Unduh NPWP milik Wajib Pajak pemohon, lalu cetak NPWP. 

 

Validasi 

NPWP Suami 

Wajib Pajak 

Dokumen yang Diperlukan 

Sumber: Data diolah oleh penulis. 
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2. Melakukan pencatatan perubahan data Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Wajib pajak diwajibkan membawa formulir perubahan data Wajib Pajak 

dan fotokopi KTP. 

 

Gambar III.3 Proses Perubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi 

a. Klik BPS, lalu penerimaan permohonan. 

Pilih jenis permohonan, yaitu Perubahan Data WP; Status Pengiriman: 

Langsung; Tanggal Permohonan: Otomatis terisi dengan tanggal  

diterimanya permohonan; Isi NPWP lalu klik Tab dan Simpan. Jika 

status wajib pajak hapus atau non efektif, maka validasi NPWP gagal 

dan perubahan data WP tidak dapat diproses. 

b. Klik Tindak Lanjut Permohonan, Intranet, lalu Perubahan Data WP. 

Klik Rekam pada nama Wajib Pajak pemohon. Terdapat tampilan 

identitas Wajib Pajak, lalu lengkapi dan/atau ubah data yang 

diperlukan. Klik simpan. 

c. Klik cetak, lalu Perubahan Data WP. 

Unduh NPWP milik Wajib Pajak pemohon, lalu cetak NPWP. 

 

Data Wajib Pajak Otomatis 

Terisi Apabila Telah 

Memasukkan NPWP. 

Sumber: Data diolah oleh penulis. 
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3. Melakukan pencatatan data cetak ulang kartu NPWP. 

Wajib pajak diwajibkan membawa formulir cetak ulang, fotokopi KTP, 

surat kehilangan dari kepolisian (jika NPWP hilang). 

 

Gambar III.4 Proses Penginputan Data Cetak Ulang NPWP 

a. Klik BPS, lalu penerimaan permohonan. 

Pilih jenis permohonan, yaitu Cetak Ulang NPWP/SKT/SPPKP; 

Status Pengiriman: Langsung; Tanggal Permohonan: Otomatis terisi 

dengan tanggal saat diterimanya permohonan. Isi NPWP lalu klik Tab 

dan Simpan. Jika status wajib pajak hapus atau non efektif, maka 

validasi NPWP gagal dan pencetakan ulang kartu NPWP tidak dapat 

diproses. 

b. Klik cetak, lalu Cetak Ulang NPWP/SKT/SPPKP. 

Unduh NPWP milik Wajib Pajak pemohon, lalu cetak NPWP. 

Data Wajib Pajak Otomatis 

Terisi Apabila Telah 

Memasukkan NPWP. 

Sumber: Data diolah oleh penulis. 
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C. Kendala yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan suatu hal, tidak jarang terdapat kendala yang 

terjadi. Begitupun penulis yang juga mendapatkan beberapa kendala dalam 

proses pelaksanaan PKL. Kendala tersebut berupa:   

1. Sarana kerja yang kurang maksimal, yaitu sistem Dashboard NPWP yang 

terkadang tidak dapat diakses atau mengalami down system. Hal tersebut 

menghambat penulis dalam kelancaran pelaksanaan kerja. 

2. Adanya status Wajib Pajak Non Efektif yang diakibatkan karena Wajib 

Pajak tidak melakukan kewajiban pelaporan pajak minimal dua tahun. Hal 

tersebut menghambat pencatatan atau perubahan data ke dalam sistem, 

karena pencatatan data ke dalam sistem memerlukan status wajib pajak 

yang aktif. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam menghadapi beberapa kendala yang terjadi selama proses 

pelaksanaan PKL, berikut cara yang dilakukan oleh penulis:  

1. Sarana kerja yang kurang maksimal 

Sarana merupakan salah satu hal penting yang diperlukan organisasi 

untuk membantu dalam mencapai suatu tujuan. Sarana kerja adalah 

fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang 

ditetapkan (Menteri Dalam Negeri, 2006). Tanpa adanya sarana, pegawai 

tidak dapat bekerja secara optimal karena sarana merupakan fasilitas yang 

menunjang suatu pekerjaan secara langsung. 
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Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh penulis, sistem Dashboard 

NPWP merupakan sarana utama yang menentukan kelancaran dalam 

proses bekerja. Seluruh kegiatan penulis berkaitan dengan sistem 

Dashboard NPWP. Maka dari itu, apabila terjadi down system pada sistem 

Dashboard NPWP, seluruh kegiatan tidak dapat dilakukan dan terhenti 

untuk sementara karena sistem yang digunakan berasal dari pusat DJP. 

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2016). Terdapat lima komponen dalam 

teori sistem suatu organisasi, yaitu masukan, proses perubahan, keluaran, 

umpan balik, dan lingkungan (Daft, 2010). Sistem memperoleh masukan 

yang akan diproses untuk diubah menjadi keluaran yang memberikan 

umpan balik terhadap lingkungan. Begitu pula sistem Dashboard NPWP 

yang memproses data wajib pajak menjadi keluaran berupa NPWP untuk 

wajib pajak. 

Organisasi perlu merawat segala sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk kelancaran pekerjaan, termasuk dalamnya adalah sebuah 

sistem. Manajemen kualitas total merupakan konsep yang berfokus untuk 

mengelola keseluruhan organisasi untuk memberikan kualitas tinggi 

kepada pelanggan yang terdiri dari empat elemen yaitu keterlibatan 

karyawan, fokus kepada pelanggan, tolok ukur, dan perbaikan 

berkelanjutan (Daft, 2010). Dengan diadakannya perbaikan berkelanjutan, 

maka terjadinya down system dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan 
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perbaikan berkelanjutan merupakan penerapan perbaikan rutin dalam 

jumlah yang kecil secara bertahap disemua bidang organisasi (Daft, 2010). 

Saat terjadinya down system pada saat pelaksanaan PKL, penulis 

memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan kegiatan yang 

bermanfaat lainnya. Hal ini dikarenakan pekerjaan penulis yang tidak 

dapat diteruskan apabila terjadi gangguan akses ke dalam sistem. Kegiatan 

yang dilakukan penulis diantaranya mempersiapkan dokumen untuk 

pelaporan PKL, berdiskusi dengan pegawai KPP terkait materi perpajakan, 

dan bertanya kepada pegawai KPP yang lain apabila terdapat pekerjaan 

yang perlu dibantu. 

2. Adanya status Wajib Pajak yang Non Efektif 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya (Wijayanti & Sasongko, 2017). Berstatus sebagai wajib 

pajak, maka memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak dan 

juga pelaporan pajak. Pelaporan pajak merupakan suatu hal yang harus 

dilakukan, walaupun wajib pajak tersebut tidak memiliki penghasilan. 

Pemenuhan kewajiban dalam hal pelaporan pajak dapat dilakukan dengan 

melaporkan pajak setiap tahun dalam bentuk Surat Pemberitahuan 

Tahunan atau SPT Tahunan. 

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Surat Pemberitahuan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, 
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objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

(Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Apabila dalam kurun waktu minimal 

dua tahun dan maksimal lima tahun wajib pajak tidak melakukan 

pelaporan pajak, maka DJP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 

perpajakan dapat melakukan penonaktifan NPWP secara sepihak. Setelah 

lebih dari lima tahun, maka NPWP akan dihapus secara permanen. 

Dalam hal penginputan data yang belum dapat diproses akibat status 

wajib pajak non efektif, maka penulis akan mengarahkan wajib pajak 

untuk menuju helpdesk dan melakukan pelaporan SPT Tahunan terlebih 

dahulu. Saat bukti penyampaian SPT Tahunan telah diterbitkan, maka 

status NPWP akan berubah menjadi aktif. Lalu penginputan atau 

perubahan data ke dalam sistem dapat diproses. Selain itu, penulis juga 

akan mengomunikasikan serta memberikan pemahaman kepada wajib 

pajak bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan 

yang dilakukan setiap tahun antara bulan Januari s.d. Maret. 

Pelaporan pajak merupakan salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak 

yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu 

faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah 

pengetahuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Kegiatan sosialisasi 

bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan untuk 
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wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak 

untuk terus patuh (Agustini & Widhiyani, 2019). Dalam hal ini, dapat 

diketahui bahwa sosialisasi perpajakan merupakan salah satu hal yang 

penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga wajib 

pajak tersebut dapat melaksanakan kepatuhan kewajiban perpajakannya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Seksi Pelayanan 

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang dilaksanakan selama 25 hari kerja, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penulis mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman baru selama 

proses pelaksanaan PKL khususnya pada bidang perpajakan. 

2. Penulis dapat memahami, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia 

kerja khususnya pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. 

3. Penulis belajar untuk berani menghadapi suatu hal yang baru dan 

mengetahui bahwa setiap hal dapat dilakukan asalkan mau untuk selalu 

belajar dan berusaha. 

4. Penulis dapat mengetahui pentingnya sikap dan komunikasi yang baik 

untuk menentukan suatu keberhasilan, terutama dalam pelaksanaan PKL. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang penulis dapat mulai dari tahap persiapan 

hingga penulisan laporan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

membantu agar dalam pelaksanaan PKL yang selanjutnya dapat menjadi lebih 

baik. Saran tersebut berupa:
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1. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Diharapkan untuk memberikan pengarahan bagi mahasiswa sebelum 

melaksanakan kegiatan PKL agar mahasiswa memiliki persiapan yang 

matang. 

b. Diharapkan untuk menjalin hubungan baik dengan 

instansi/perusahaan agar mahasiswa dapat lebih mudah mendapatkan 

tempat untuk kegiatan PKL. 

c. Diharapkan untuk memberikan referensi tempat pelaksanaan PKL 

untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan tersebut. 

d. Diharapkan untuk memperbarui pedoman praktik kerja lapangan 

dikarenakan terdapat cukup banyak informasi yang kurang terupdate 

di dalamnya. 

2. Bagi Instansi 

a. Diharapkan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 

mahasiswa sebelum memberikan tugas yang akan dikerjakan.  

b. Diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan memaksimalkan sarana 

dan prasarana yang tersedia agar pegawai maupun mahasiswa dapat 

bekerja dengan lancar dan optimal.
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2: Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3: Jurnal Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4: Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktik Kerja 

          Lapangan 
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Lampiran 6: Logo Direktorat Jenderal Pajak 
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Lampiran 7: Pembagian Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo   

 

No. Kecamatan Kelurahan 

1. Ciracas 

1. Cibubur (13720) 

2. Kelapa Dua Wetan (13730) 

3. Ciracas (13740) 

4. Susukan (13750) 

5. Rambutan (13830) 

2. Cipayung 

1. Lubang Buaya (13810) 

2. Ceger (13820) 

3. Cipayung (13840) 

4. Munjul (13850) 

5. Pondok Rangon (13860) 

6. Cilangkap (13870) 

7. Setu (13880) 

8. Bambu Apus (13890) 

3. Pasar Rebo 

1. Pekayon (13710) 

2. Gedong (13760) 

3. Cijantung (13770) 

4. Baru (13780) 

5. Kalisari (13790) 
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Lampiran 8: Tampilan Awal Dashboard NPWP 
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Lampiran 9: Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi 
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Lampiran 10: Formulir Perubahan Data Wajib Pajak 
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Lampiran 11: Formulir Permohonan Cetak Ulang 
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Lampiran 12: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
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Lampiran 13: Format Saran dan Perbaikan PKL 

 

 


